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Pasal 6

(1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

(2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki
Kendaraan Bermotor.

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2
(dua) unsur pokok, yaitu:
a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat

kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan
akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

(2) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan harga
pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

(3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran
umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun
Pajak sebelumnya.

(4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai
sumber data yang akurat.

(5) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan

Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor
dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh

faktor-faktor:

a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder
dan/atau satuan tenaga yang sama,

b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau
pribadi;

c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan
Bermotor yang sama,

d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan
Kendaraan Bermotor yang sama,

e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat
Kendaraan Bermotor;

f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan
Bermotor sejenis; dan

g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen
pemberitahuan impor barang.
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(6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan
dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan
Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam
batas toleransi; dan

b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan
jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh
penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap
melewati batas toleransi.

(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung
berdasarkan faktor-faktor:

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah
sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;

b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang
dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau
jenis bahan bakar lainnya Selain bahan bakar berbasis
energi terbarukan; dan

c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri
mesin  Kendaraan Bermotor yang  dibedakan
berdasarkan isi silinder.

(8) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru
berpedoman pada peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri
mengenai dasar pengenaan PKB.

(9) Dasar pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor
baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan
berpedoman pada peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan
memperhatikan  penyusutan nilai jual Kendaraan
Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b.

(10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian,

Pasal 8

(1) Tarif PKB ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk
kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor
pertama dan seterusnya oleh orang pribadi.
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(2) Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,2% (satu koma dua persen)
untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan
Bermotor pertama dan seterusnya oleh badan.

(3) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan
Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan
umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans,
pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

(4) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama,
nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Pasal 9

(1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2) dengan tarif PKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (1) atau ayat (2)
atau ayat (3).

(2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

(3) PKB yang terutang dipungut di wilayah Provinsi tempat
Kendaraan Bermotor terdaftar.

(4) Pemungutan Pajak PKB dilakukan bersamaan dengan
penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 10

(1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut
terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(2) PKB dibayar sekaligus di muka.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan
penggunaan Kendaraan Bermotor belum sampai 12 (dua
belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib
Pajak dapat mengajukan restitusi atas PKB yang sudah
dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
restitusi/ pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragral 2
BBNKB

Pasal 11

(1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan
Bermotor.
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(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di
wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
a. kereta api;

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan
negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga
internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan
pajak dari Pemerintah;

d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan

e. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

(4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan

Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di
Indonesia, kecuali:

a. untuk diperdagangkan;

b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan
Indonesia; dan

c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, dan/atau
kegiatan olahraga bertaraf internasional.

(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas)
bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak
dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 12

(1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan
yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

(2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang
menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
Pasal 13

Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan
Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang
mengatur mengenai nilai jual Kendaraan Bermotor.

Pasal 14

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
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Pasal 15

(1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dengan tarif BBNKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya
penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

(3) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Provinsi tempat
Kendaraan Bermotor terdaftar.

(4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran
Kendaraan Bermotor.

(5) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam
pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
PAB

Pasal 16

(1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat
Berat.

(2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan
atas:

a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,
konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal
balik dan lembaga internasional yang memperoleh
fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah Pusat.

Pasal 17

(1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

(2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki
dan/atau menguasai Alat Berat.
Pasal 18
(1) Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual Alat Berat.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat
yang bersangkutan.
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'(3) Harga rata-rata pasaran umum scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang
diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada
minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak
sebelumnya.

(4) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan
dalam negeri mengenai dasar pengenaan PAB.

Pasal 19

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 20

(1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19.

(2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat

(3) PAB yang terutang dipungut di wilayah Provinsi tempat
penguasaan Alat Berat.

Pasal 21

(1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat
dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas)
bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan
dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.

(2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat
dibayar sekaligus di muka.

(3) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat
Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga kepemilikan
dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua
belas) bulan, wajib pajak dapat mengajukan restitusi atas
PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang
belum dilalui.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dengan Peraturan Gubernur,
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Paragraf 4
PBBKB

Pasal 22
Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia
BBKBkepadakonsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.
Pasal 23
(1) Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB.

(2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan
penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.

(3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.

(4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
adalah produsen dan/atau importir bahan bakar
Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk
digunakan sendiri.

Pasal 24
Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum
dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 25

(1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima
persen).

(2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif
PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Pasal 26

(1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBBKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) atau ayat
(2).

(2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya
penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.

(3) PBBKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna
Kendaraan Bermotor.

Paragraf 5
PAP
Pasal 27

(1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan.
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(2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan
dan/atau pemanfaatan untuk:

a. keperluan dasar rumah tangga;
pengairan pertanian rakyat;
perikanan rakyat;

keperluan keagamaan;

© a0 o

kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut
baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air
payau); dan

f. perkebunan yang dikelola oleh rakyat.

Pasal 28

(1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan.

(2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan.

Pasal 29

(1) Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air
Permukaan.

(2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air
Permukaan dengan bobot Air Permukaan.

(3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah
berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian
sumber daya Air Permukaan.

(4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling
sedikit atas faktor-faktor:

a. lokasi pengambilan air;
b. volume air; dan
c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.

(5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang pekerjaan umum,

Pasal 30
Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
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Pasal 31

(1) Besaran pokok PAP yang terutang dihiu.'mg dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dnm.aksud
dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

(3) PAP yang terutang dipungut di wilayah Provinsi tempat Air
Permukaan berada.

Paragraf 6
Pajak Rokok

Pasal 32
(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.

(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya
yang dikenai cukai rokok.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai

cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang cukai.

Pasal 33
(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.

(2) Wajib  Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik
rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin
berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

(3) Pajak Rokok dipungut bersamaan dengan cukai rokok oleh
Pemerintah.
Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan
oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 35
Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
dari cukai rokok.
Pasal 36

(1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok

sebagaimana ?iimaksud dalam Pasal 34 dengan tarif Pajak
Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
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(2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya
pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik
rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin
berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

(3) Pajak Rokok yang terutang dipungut di wilayah
kepabeanan Indonesia.
Paragraf 7
Opsen Pajak MBLB
Pasal 37
Objek Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang

Pasal 38

(1) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib
Pajak MBLB.

(2) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan
dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.

Pasal 39

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB adalah Pajak
MBLB terutang.

Pasal 40
Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh
lima persen). ne--1 no

Pasal 41

(1) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 dengan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat
terutangnya Pajak MBLB.

(3) Wilayah pemungutan Opsen MBLB yang terutang
merupakan wilayah Provinsi tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 42

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi
atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif
atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu
dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perpajakan daerah.
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